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AB ST RAK 

PEMUTUSAN PERKAWINAN DENGAN PERCERAIAN DALAM SUATU 
PERKAWINAN YANG BERDASARKAN ATAS SURAT HATORANGAN 

HOT RIPE MELALUI 
PENGADILAN NEGERI MEDAN 

(Study Kasus di Pengadilan Negeri Medan) 
0 I eh: 

NU'MAN HUSIN 
NPM: 00 840 0185 

JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN 

Undang-u ndang Nomor Tahun 1974 ten tang Pcrkawinan 
ditegaskan pemutusan perkawinan dapat terjadi karena kematian 
dan juga karena perceraian yang dimajukan dengan suatu gugatan 
melalui Pengadilan. 

Dalam ha! pemutusan pcrkawinan dengan perceraian timhul suatu 
permasalahan bagaimana status hukum pemutusan perkawinan 
dengan perceraian yang berdasarkan atas surat Haturangan Hot Ripe 
dan akibat hu kum yang ditimbulkan dengan terjadinya pemutusan 
perkawinan dengan perce raian . 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan <lalam melakukan 
penelitian adalah metode penelitian kepust<tk•rn n <hrn metorl ~ 

penelitian lapangan dengan melakukan riset/penelitian di 
Pengadilan Negeri Medan serta menganalisa kasus pemutusan 
perkawinan yang berctasarkkan atas surat Hatorangan Hot Ripe yang 
telah diputuskan oleh hakim. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan adalah status 
hukum pemutusan perkawinan dengan perceraian yang telah 
diputus oleh hakim adalah hubungan perkaiwnan diantara suami 
isteri secara hukum dinayatakan putus dan berakhir dengan segala 
akibat hukumnya, dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan 
terjadinya pemutusan perkawinan dengan perceraian adalah 
perceraian yang telah terjadi tanpa dibarengi oleh adanya akte 
perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai tanda 
yang sah telah terjadinya perceraian. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahim 

Puji Syukur Alhamdulillah penulis l3erikan kehadirat Allah SWT yang telah 

mengkaruniakan kesahatan dan kelapangan bcrtikir kepada penulis sehigga akhirnya 

1..~ i ~ sa11 t!miah dalam bcntuk skripsi irn dapat juga tcrsclesaikan oleh penulis. 

Shala\vat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi bcsar 

Muhammad SAW yang telah memba\\a N1kmat 1sla111 kcpada kita semua. 

Skripsi penulis ini ber_1uJul .. PEi\tl 'Tl iSAN PlRKA\VINAN DEN(;A:\ 

PERCE RA IAN DALA.\I SL\ Tl ' PERK:\ WINAN YANG BERDASARKA:\ 

SURAT HATORANGAN HOT RIPE MELALUI PENGADILAN NEGERI 

MEDAN " Penulisan skripsi i ni di maksudkan untuk rnemenuhi pcrsyaratan <la lam 

mencapa1 gelar Sarjana I lukum cli 1:akultas I lukurn Universitas Medan Arca 13idang 

Hukum Keperdataan . 

Dalam Menyclesaikan tulan ini Pcnulis tclah banyak mcndapatkan bantuan dari 

::- =~~gai pihak maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan 

::~ : IT:ti ;..:asih yang sebesar- besarn ya kepaJa: 

S·.:: ,:- ..: ".:: __, ~. :::~w -.i5n . S ' Li\ 1 Hum.selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas 

.:: .::: _:. _._ :-:. :~ bd u l ivfui s.SH,MS,selaku ketua jurusan Program Hukum Kepcrdataan 

~ .:.: ... _:"....i.S ;-:_ ~ ..;~1 Uni\Trs1tas Medan Arca dan sckalib'US sebagai Doscn Pembimbing I 

lbu Sri Uswati,SH,SpN,selaku Dosen Pembimbing II Penulis. 
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Bapak clan Ibu Dosen dan sekaligus Staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas 
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Rekan - rekan sealmamater. 
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2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan 

yang berlaku. 

Setelah perkawinan berlangsung menurut hukum agama dan 

kepercaaan masing-mas ~n,g dari suami isteri. maka selanjutnya 

perkawinan tersebut harus dicatatkan dan didaftarkan pada 

lembaga yang telah ditentukan untuk itu yaitu Kantor Catatan Sipil 

yang sekarang menjadi Kantor Dinas Kependudukan . 

Ketentuan di atas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undan g

undang Perkawinan yang menyebutkan , pencatatan perkawinan dari 

mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai 

pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana 

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengena1 

pencatatan perkawinan. 

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh akte 

perkawinan sebagai bukti yang sah telah terjadinya perkawinan , 

namun dalam kenyataannya banyak suami isteri yang telah 

melangsungkan perkawinan ternyata lalai atau sama sekali tidak 

pernah mencatatkan dan mendaftarkan perkawinan mereka pada 

Kantor Cata tan Sipil yang sekarang telah berubah menjadi Kan tor 
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Dinas Kependudukan sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki 

akte perkawinan. 

Bilamana dikem udian hari timbul percekcokan a tau 

perselisihan diantara suarni isteri atau dikarenakan alasan yang 

lainnya yang pada akhimya menyebabkan perkawinan dimajukan 

gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri, tentunya akan 

menimbulkan permasalahan apakah diperbolehkan dan dikabulkan 

oleh hakim pelaksanaan pemutusan perkawinan dengan perceraian 

tanpa adanya akte pekawinan sebagai tanda bukti adanya 

perkawinan. 

Untuk mengetahui pelaksanaan pemutusan perkawinan 

dengan percera.ian ta11pa adan\'a akte perkawinan melalui 

Pengadilan Negeti, penulis akan membahas dan meneliti secarajelas 

dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian 

skripsi yaitu, "PEMUTUSAN PERKAWINAN DENGAN PERCERAIAN 

DALAM SUATU PERKAWINAN YANG BERDASARKAN ATAS SURAT 

HATORANGAN HOT RIPE MELALUJ PENGADILAN NEGERI MEDAN 

(Study Kasus dan Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)". 
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Selanjutnya yang dimaksud dengan perceraian adalah, 

"perceraian ialah putus hubungan perkawinan antara suami 

dengan isteri". 4 

Pengadilan Negeri Medan adalah lembaga peradilan umum yang 

bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara perdata dan pidana yang terjadi diwilayah 

hukum Kotamadya Medan, yang terletak di Jalan Pengadilan 

Nomor 8 Medan. 

Yang dimaksud dengan tanpa adalah, "tidak dengan, dengan 

tiada". 5 

Akte perkawinan menurut ketentuan pasal 12 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah akte perkawinan yang 

memuat, nama, tanggal dan tern pat lahir, agama/kepercayaan, 

pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri".6 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penulisan dan 

pembahasan skripsi ini adalah : 

~H . A . Fuad Said, Perccraian !\1t"nurut Hukum \slam, Pu£.taka Al-Hu£-na, Jakarta, 1993, h I 

6Peraturan Pcmcrintah Nomor 9 Tahun J ')7"i Tcntang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I 
Tahun 1974 tentang Perkawinan ----------------------------------------------------- 
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7 

1. Jika gugatan percera1an temyata dikabulkan oleh hakim, maka 

status hukum dari terjadinya pemutusan perkawinan yang 

berdasarkan surat Hatorangan Hot Ripe tersebut adalah tetap sah 

dan berkekuatan hukum yang mengikat pihak suami isteri. 

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya pemutusan 

perkav,rinan dengan perceraian yang berdasarkan alas surat 

Hatorangan Hot Ripe adalah perceraian tersebut tidak 

mempunyai akte percera1an yang dikeluarkan oleh Kantor 

Catatan Sipil atau Kantor Dinas Kependudukan, sebab 

perkawinan sebelumnya tidak pcrnah dicatatkan dan terdaftar 

pada Kantor Catatan Sipil, dan sebagai tanda bukti terjadinya 

perceraian adalah putusan pengadilan negezi itu sendiri. 

E. Tujuan Pembahasan 

Yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan dan 

pembahasan skripsi ini adalah : 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan 

gambaran yang jelas tentang status hukum dari terjadinya 

pemutusan perkawinan dengan perceraian tanpa adanya akte 

perkawinan melalui Pengadilan Ncgeri .. 
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2. Secara praktis adanya penelitian ini akan dapat diketahui secara 

jelas status hukum dari terjadinya pemutusan perkawinan 

dengan percera1an tanpa adanya akte perkawinan melalui 

Pengadilan Negeri. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan 

dan pembahasan skripsi ini adalah: 

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Dalam metode penelitian kepustakaan ini secara umum penulis 

akan mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan sumber

sumber kepustakaan seperti buku-buku tentang perkawinan dan 

perceraian, Undang-undang, Yuripsprudensi, Majalah, Surat 

kabar dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya. 

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research). 

Da1am metode pene1itian lapangan ini penulis secara langsung 

akan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penulisan 

dan pembahasan skripsi ini dari lokasi penelitian yaitu 

Pengadilan Negeri Medan, dengan meneliti dan membahas kasus 

pemutusan perkawinan yang berdasarkan atas surat Hatorangan 
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') 

Hot Ripe yang pernah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan 

Negeri Medan yaitu Nomor: 190/Pdt.G/2001/PN.Mdn. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematikan penulis adalah merupakan gambaran umum dari 

keseluruhan isi skripsi ini, dimana skripsi ini terdiri dari 5 (lima) 

bab, dan setiap babnya terbagi dalam beberapa sub bab yang 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

1. Bab I, merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub 

bab lainnya yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan 

Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, 

Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulis. 

2. Bab II, yang berjudul Pengertian dan Alasan Penceraian Menurut 

Undang-undang Nornor 1 Tahun 1974, yang terdiri dari 3 (tiga) 

sub bab lainnya yaitu : Alasan-ala~an Perceraian, Fungsi 

Pendaftaran Perkawinan dan Lembaga Yang Berhak Memutuskan 

Perkawinan Dengan Perceraian . 

3. Bab Ill, yang berjudul Keberadaan Akte Perkawinan dan Akte 

Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang 

terdiri dari 4 (cm pat) sub bab lainnya yaitu : Pengcrtian Aktc 

Perkawinan , Pengertian Akte Perceraian, Akibat Hukum 
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]() 

Perkawinan yang berdasarkan atas surat Hatorangan Hot Ripe 

dan Akibat Hukurn Perceraian yang berdasarkan surat 

Hatorangan Hot Ripe 

4 . Bab IV, yang berjudul Hasil Pemutusan Perkawinan Dengan 

Perceraian Melalui Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan 

atas surat Hatorangan Hot Ripe, yang teridri dari 3 (tiga) sub bab 

yaitu : Status Hukum Terjadinya Perceraian yang berdasarkan 

atas surat Hatorangan Hot Ripe Yang Diputuskan Hakim 

Pengadilan Negeri Medan , Akibat Hukum Terjadinya Perceraian 

yang berdasarkan surat Hatorangan Hot Ripe, dan Analisa Kasus . 

5. Bab V, yang berjudu1 Kesimpulan dan Saran, yang merupakan 

bab terakhir clan sekaligus bab penutup dalam penulisan dan 

pembahasan sktipsi ini yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu : 

Kesimpulan dan Saran-saran . 
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BAB ll 

PENGERTIAN DAN ALASAN PERCERAIAN MENURUT 

UND&~G-UNDANG NOMOR 1TAHUN1974 

A. Pengertian Perceraian 

II 

Perceraian merupakan salah satu bentuk pemutusan ataupun 

pengHkhiran suatu hubungan perkawinan dari sepasang suami isteri 

yang disebabkan oleh suatu atau beberapa alasan atau beberapa 

keadaan yang tertentu yang menyebabkan hubungan perkawinan 

sepasang suami isteri sudah tidak bisa disatukan dan dipertahankan 

lagi keutuhannya. 

Dalam Undang -- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tidak ada disebutkan secara jelas apa yang dimaksud 

dengan pengertian perceraian ini, akan tetapi dalam Undang-undang 

perkawinan tersebut. disebutkan salah satu cara pemutusan 

hubungan perkawinan adalah dengan perceraian sebagaimana yang 

ditegaskan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

Seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan dengan 

sP.(lr:l.ng pen~rnpu::in tent1Jn\'8 lw~rrnaksud dan berkeinginan agar 
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kelak kehidupan mereka sebagai suam1 isteri dapat berjalan 

dengan bahagia untuk selama-lamanya dalarn pengerlian sampai 

salah seorang dari mereka berdua suami isteri tersebut nantinya 

meninggal clunia. 

Keinginan untuk mendapatkRn kehidupan yang hahagia untuk 

selama-lamanya dari setiap pasangan suami isteri yang telah 

melangsungkan perkawinan seperti disebutkan di atas dalam 

masyarakat Indonesia adalah disokong sepenuhnya oleh keluarga

keluarga mereka. 

Hal ini herhuhungan erat dengan kenyataan bahwa soal 

perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya menjadi 

persoalan suam1 is tc ri saJa , mclainkan JUga pcrsoalan sanak 

keluarga yang turut merasakan pula baik burukn va suatu 

perkawinan yang berlangsung secara terus menerus dalam keadaan 

baik dan bahagia . 

Dalam kenyataannya suatu perkawinan adalah justru berjalan 

sedemikian buruknya yang kemungkinan disebabkan oleh suatu 

keadaan-keadaan yang tertentu, sehingga dilihat dari sudut apapun 

_: ga perka-winan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi 

.- :~. u tuhannya dan sebagai jalan satu-satunya dan merupakan jalan 

?.i :-. g terbaik adalah perkmvinan itu harus diputus atau diceraikan 
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daripada tetap dipertahankan. 

Di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agarna, budaya, 

adat istiadat yang secara otomatis juga menimbulkan terjadinya 

pluralisme hukum yang tetap berlaku dan dipertahankan 

masyarakat sampai dengan saat sekarang ini, tennasuk dalam hal 

ini hukum perkav . .rinan dan perceraian. 

Jika kila perhat1kan dari ~alah satu agama yang ada di 

Indonesia yaitu agama Kristen dan Katolik, yang secara tegas 

melarang atau tidak memungkinkan terjadinya suatu perceraian 

terkecuali cera1 mati, namun kcnyataan yang terjadi dalam 

kehidupan sehriri-harinya percernian tetap juga terlaksana meskipun 

secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang 

dianutnya. 

Ketentuan di atas ditegaskan oleh Wiijono Prodjodikoro dalam 

bukunya yang be1judul Hukum Perkawinan di Indonesia yang 

menyebutkan : 

Ada suatu agama yaitu agama Kristen Katolik yang tidak 
me1r1ungkinkan perceraian pcrkawinan itu, tctapi di Indonesia 
dan dilain-lain negara juga pP-rihal perka\~.rinan diantara ora11g
on1ng Kristen padH umunrn_vH diam.it· suatu prinsif bRhwH 
suatu perkawinan oleh Undang-undang dipandang hanya 
selaku hubungan perdata belaku antara suami dan siteri 
artinya terlepas dari peraturan agama si suami dan isteri. 7 

7Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Oandung. 1985. h.130. 
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daripada tetap dipertahankan. 

Di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, 

adat istiadat yang sP.cara otomatis juga menimbulkan terjadinya 

pluralisme hukum yang tetap berlaku dan dipertahankan 

masyarakat sampai dengan saat sekarang ini, tennasuk dalam ha! 

ini hukum perkavvinan dan perceraian. 

Jika kila perhatikan da1·i salah satu agama yang ada di 

Indonesia yaitu agama Kristen dan Katolik, yang secara tegas 

melarang atau tidak memungkinkan terjadinya suatu perceraian 

terkecuali cera1 mati, namun kenyataan yang terjadi dalam 

kehidupan sf'hRr1-h;uinya perc.ernian tetap juga terlaksana mesl:ipun 

secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang 

dianutnya. 

Ketentuan di atas ditegaskan oleh Wi1jono Prodjodikoro dalam 

bukun_ya yang be1judul Hukum Perkawinan di Indonesia yang 

menyebutkan : 

Ada suatu agama yaitu agama Kristen Katolik yang tidak 
memungkinkan perceraian pcrkawinan itu, tctapi di Indonesia 
dan dilain-lain negara juga ppr·ihal perkawinan diantara orang
orang Kristen padc-t umLrnrn_vH dianut suatu prinsif hahwa 
suatu perkawinan oleh Undang-undang dipandang hanya 
selaku hubungan perdata belaku antara suami dan siteri 
artinya terlepas dari peraturan agama si suami dan isteri. 7 

7Wi~ono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Oandung, 1985. h.130. 
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Lain halnya dalam hukum Islam yang dianut oleh sebahagian 

besar masyarakat [ndoncsia, rnasalah perceraian ini bukanlah 

sesuatu hal yang dilarang oleh h ukum Islam, malahan perceraian 

dalam hukum Islam adalah halal hukumnya sepanjang perceraian 

itu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan-aturan 

hukum yang berlaku. 

Hal ini sccara tcgas dinyatakan dalam Hadits Rasulullah SAW 

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lbnu Majah, yang artin_\·a . 

"dari lbnu Umar, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, sesuatu 

yang halal amat dibenci oleh Allah ialah thalaq". 8 

Adanya percerwan sel.Jagai salah salu earn pemutusan 

perkawinan sccara otomatis harus dibarengi oleh adanva 

pelaksanaan perkawinan t.erlehih dahulu diantara suami isteri yang 

telah bercerai , sebab suatu perceraian mustahil akan terjadi tanpa 

adanya suatu peckawiua11. 

Dalarn pembahasan yang selanjutnya penulis akan 

menguraikan mengenai perkawinan dan syarat-syarat sahnya 

pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan ditegaskan perkawinan adalah sah apabila 

:tlah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-

'Sulaiman Ra-;yid , Fiqh Islam, Ct.:t XX, Sinar Baru, Bandung, 1992, h.37:! . 
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undang, yaitu kedua belah pihak suami isteri yang melangsungkan 

perkawinan haruslah orang-orang yang telah dewasa dan juga tanpa 

adanya unsur paksaan dari salah satu atau dari pihak yang lainnya 

serta perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan 

hukum ag<1m<1 <fan k~percayaan rnasing-masing. 

Menurut ketenLuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 <lisebulkan, perkawinan ialah ikalan lahir bathin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri 

dengan tujuan untuk rnembcntuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kckal bcrdasarkan Kctuhanan Yang Maha EsR . 

SelanjuLn_va mt:n u ru I pendapat Molrnmmad lrlris Ramulyn 

dalam bukunya yang be1judul. Hukum Pcrkawinan [slam, Suatu 

Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 clan Kompilasi 

Hukum Islam menyebutkan pengertian dari perkawinan adalah : 

Perkawinan adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk 
hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 
seora.ng perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia 
yang kekal, dimana antara suami isteri itu harus saling 
menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan 
tentram penuh kebahagiaan baik moral spritual dan material 
herdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.9 

'\·toharnn1ad Idris Rarnulyo. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari llndang
undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum hlam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996. 
h 28 7 
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Pengertian dari perkawinan menurut pendapat sarJana yang 

lainnya yaitu Hazairin dalam bukunya, Hukum Kekeluaragaan di 

Indonesia menyatakan bahwa, "perkawinan itu adalah hubungan 

seksual, tidak ada nikah (perkawinan) bilan1ana tidak ada 

hubungan seksual, dan bila tidak ada hubunganseksual antarn 

suami isteri maka Lidak µedu a.Ja tenggang waklu lunggu (i<lual 1) 

untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain". 1(\ 

Selanjutnya menurut pendapat R, Subekti dalam bukunya 

yang be1judul Pokok-pokok Hukum Perdata, yang secara tegas 

menyatakan pcngertian dari pcrkawinan ini adalah, "perkawinan 

ialah pertalian yang sah antara ~eorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk waktu yang lama" .1 1 

Setiap perkm\'inan yang telah berlangsung mempunyai suatu 

tujuan yang tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang

undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan ialah ikatan 

lahir bathin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki 

sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(:-umah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KP-tuha.n;:rn 

·:· ang Maha Esa. 

10 Hazairin. Hukum k:ekelu11rg1U111 Nuional lodonesia, Tinta.ma.s, Jakarta., 1981 . h 61 . 

11 R, subekti, Pokok-pokok llukum Perdata. PT.lntennasa, Jakarta, 1987. h.2J 
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Dengan demikian tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan 

adalah untuk membentuk suatu keluarga atau kehidupan rumah 

tangga yang bahagia dan kekal untuk waktu yang lama, untuk hid up 

dalam pergaulan yang sempurna, sebagai suatu jalan yang amat 

mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, sebagai satu 

tali yang amat teguh un tuk memperkokoh tali persaudaraan antara 

kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri) 

yang mana tali pertalian itu akan membawa satu jalan untuk saling 

bertolong-tolongan antara satu kaum (golongan) dengan kaum atau 

golongan yang lainnya. 

Asas-asas atau prinsif-prinsif yang tercantum dalam Undang-

undang Perkawinan adalah sebagai berikut : 

a . Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling 
mPmbantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat 
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spirtual dan material. 

b . Dalam Undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan 
Hrlf!-1.::ih ~.;:ih hilamana dilakukan menurut hukum masing
masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu 
tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perturan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 
pencatatan peristiwa-peristiuwa penting dalam kehidupan 
seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan 
dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga 
dimuat dalam daftar pcncatatan. 

c. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal I), 
perk:B,win~n itu iHlah ikat.an lahir bathin antara seorang pria 
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dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kPk~l 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya 
ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila 
yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Masa Esa, maka 
perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan 
agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 
mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rohani 
juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal erat hubungannya dengan turunan, 
yang rnerupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan 
pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. 12 

Dengan demikian perceraian adalah pcrnutusan suatu 

hubungan perkawinan yang telah terlaksana dengan baik 

sebelumnya melalui lembaga yang resmi yaitu Pengadilan Negeri, 

dimana untuk sahnya setiap pemutusan perkawinan dengan 

µc::rcen:mu1 haru~ sesuc:u denga11 ketentuan hukum yang berlaku, 

yaitu seiiap perceraian harus sesuai dengan alasan-alasan yang 

ditetapkan oleh Undang-undang dan juga haru~ rnelalui lembaga 

yang berhak untuk 1Jjt-meriksa dan memutus perkAra percer8iAn 

yaitu Pengadilan, dan untuk membuktikan telah terjadinya suatu 

perceraian harus dibuktikan pula dengan adanya akte perceraian . 

B . Alasan-alasan Perceraian 

Untuk sahnya pemutusan hubungan perkawinan dengan 

perceraian, maka sctiap perceraian haruslah dilaksanakan sesuai 

1•Mohamrnad Idris Rarnulyu. Op.cit. h .1 
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dengan syarat-syarat ataupun alasan-alasan perceraian yang telah 

ditetapkan oleh Undang-undang. Menun1t ketentuan Pasal 38 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa setiap 

perkawinan yang telah te1jadi dapat putus atau berakhir karena 

kematian, karena perceraian dan karena adanya putusan 

pengadilan. 

Dengan demikian salah satu penyebab putusnya suatu 

perkawinan adalah dikarenakan salah satu pihak dari suami isteri 

yang melangsungkan perkawinan telah meninggal dunia, dan adanya 

kematian ini secara hukum perkawinan yang telah terjadi akan 

putus dan berakhir dengan sendirinya. 

Perkawinan juga dapat putus dan berakhir karena perceraian. 

yaitu salah satu pihak baik pihak suami ataupun pihak isteri 

mengajukan tuntutan atau gugatan percera1an, yang harus 

dimajukan melalui lembaga yang berhak dan berwenang untuk 

memeriksa dan memutus suatu perkara perceraian yaitu Pengadilan, 

PFngadilan mana bFroF1sF1rk;:rn PrtsFll 19 ay<lt (1) Unrlang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pengadilan Negeri. 

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

secara tegas dinyatan, percaraian hanya dapat dilakukan di depan 

s:dang Pengadilan Negeri setelah pengadilan yang bersangkutan 
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berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua helah pihak. 

Ketentuan ini hanya berlaku bagi suami isteri yang tunduk kepada 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Lain halnya bagi suami isteri yang tunduk kepada Undang

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu suami 

isteri yang beragama Islam, maka perceraian harus dilaksanakan 

melalui Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri ini. Ketentuan 

ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Setiap tuntutan atau gugatan perceraian yang dimajukan oleh 

salah satu pihak ke Pengadilan Negeri haruslah memenu hi 

sekurang-kurangnya salah satu alasan dari keseluruhan a lasan

alasan perceraian yang tclah ditentukan oleh Undang-undang, dan 

ketentuan ini merupakan salah satu syarat yang terpenting untuk 

sah dan terjadinya perceraian dan agar putusan percera1an 

dikabulkan oleh Hakim. 

Yang merupakan alasan-alasan hukum untuk terjadinya 

:Jerceraian bagi suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan 

:::.an tunduk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 
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sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : 

a. Salah satu pihak berbuat zina a tau menjadi pemabok, penj udi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang 

sah atau karena ha! lain diluar kemampuannya. 

c . Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih bcrat setclah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakuka n kekejaman atau penganiayaan yang 

membahayakan pihak yang lain . 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau 

isteri. 

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga. 

Sebelum berlkunya U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, 

maka syarat-syarat ataupun alasan-alasan perceraian adalah 

= ~ rpedoman kepada Staatsblad Nomor 74 Tahun 1933. Dalam 
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ketentuan Pasa1 52 Staatsb1ad 1933 Nomor 74 disebutkan, 

perceraian perkawinan ( echtsheiding) hanya dapat ditetapkan oleh 

Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan : 

1. Berzina oleh suami atau iste1; dengan orang ketiga. 
2. Hal salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dengan 

sengaja. 
3. Hal salah satu pihak selama perkawinan berlangsung 

mendapat hukuman perihal suatu kejahatan. 
4. Penganiayaan berat oleh suami atau isteri, dilakukan 

terhadap pihak lain, atau suatu penganiayaan yang 
sedemikian rupa schingga dikhawatirkan bahwa pihak yang 
dianiaya itu akan meninggal dunia atau suatu penganiayaan 
yang mengakibatkan Iuka-Iuka yang berat pada badan pihak 
yang dianiaya. 

5. Cacat badan atau pcnyakit yang timbul setelah pemikahan 
rlilakuk-3.n scdmikian rupa sehingga suami istcri yang 
menderita itu tidak dapat melakukan hal sesuatu yang layak 
dalam suatu perkav.'inan. 

6. Percekcokan diantara suami dan isteri yang tidak mungkin 
dapat diperbaiki lagi. 1 J 

Setiap tuntutan perceraian yang dimajukan oleh salah satu 

pihak terhadap pihak yang lainnya melalui lembaga Pengadilan agar 

dapat dikabulkan oleh Hakim, haruslah memenuhi sckurang-

kurangnya salah satu alasan dari keseluruhan alasan perceraian 

tersebut di atas .. dan gugatan atau tuntutan perceraian tersebut 

harus dimajukan ke Pengadilan sebagai lembaga yang resmi dan 

berhak serta benvenang untuk memeriksa dan mengadili setiap 

pemutusan perkawinan dcngan perceraian. 

11\Viryono Prodjodikoro, Op.di , h. I .l9 
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ketentuan Pasal 52 Staatsblad 1933 Nomor 74 disebutkan, 

perceraian perkawinan (echtsheiding) hanya dapat ditetapkan oleh 

Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan : 

1. Berzina oleh suami atau isteri dengan orang ketiga. 
2. Hal salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dengan 

sengaja. 
3. Hal salah satu pihak selama perkawinan berlangsung 

mendapat hukuman perihal suatu kejahatan. 
4. Penganiayaan berat oleh suami atau isteii, dilakukan 

terhadap pihak lain, a tau suatu penganiayaan yang 
sedemikian rupa schingga dikhawatirkan bahwa pihak yang 
dianiaya itu akan meninggal dunia atau suatu penganiavaan 
yang mengakibatkan Iuka-Iuka yang berat pada badan pihak 
yang dianiaya . 

5. Cacat badan atau pcnyakit yang timbul setelah pcmikahan 
dilakuk~.n srdmikian rupa sehingga suami istcri yang 
menderita itu tidak dapat melakukan hal sesuatu yang layak 
dalam suatu perkawinan. 

6. Percekcokan diantara suami dan isteri yang tidak mungkin 
dapat diperbaiki lagi. 13 

Setiap tuntutan perceraian yang dimajukan oleh salah satu 

pihak terhadap pihak yang lainnya melalui lembaga Pengadilan agar 

dapat dikabulkan oleh Hakim, haruslah memenuhi sekurang-

kurangnya salah satu alasan dari keseluruhan alasan perceraian 

tersebut di atas, dan gugatan atau tuntutan perceraian tersebut 

harus dimajukan ke Pengadilan sebagai lembaga yang resmi dan 

berhak seri:a benvenang untuk memeriksa dan mengadili setiap 

pemutusan perkawinan dcngan perceraian. 

1 \Viryono Prndjodikuru, Op.di . 11. I 1') 
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C. Pendafaran Perkawinan 

Apabila perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan syarat

syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan, maka perkmvinan itu secara hukum telah sah 

dan mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawianan, 

dan untuk membuktikan suatu perkawinan telah terjadi perkawinan 

juga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. 

Mengenai pentingnya pendaftaran dan pencah1tan perkawirnrn 

1m juga rlitegaskan oleh ketentwrn Pasal 2 Peraturan PemerintR h 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Perkawinan manyatakan : 

1. Pencatatan perkawinan dari rnereka yang mclangsungkan 

perkawi.nannya menurut agama Isalam dilaku kan oleh Pegawni 

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

2 . Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya rnenurut agamanya dan kepercayaannya itu 

selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan 

Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud 

dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 

perka \\rinan. 
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3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 

berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan 

berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan 

perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 

sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. 

Dengan demikian setiap pelaksanaan perkawinan harus 

didaftarkan dan dicatat<1kAn kep;::icia lemba.ga yang telah ditentukan 

yaitu kepada Pega\x..'ain Pencatat Perkawinan yang dalam hal ini 

adalah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bagi orang-orang yang 

beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan 

bagi orang-orang yang bukan beragama Islam yang akan 

melangsungkan perkawinan maka pendaftaran dan pencatatan 

perkawinan dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil atau pada 

sekarang mt telah berubah namanya menjadi Kantor Dinas 

Kependudukan setempat. 

Pelaksanaan pendafatran dan pencatatan perkawinan harus 

dilaksanakan oleh orang-orang yang melangsungkan perkawinan , 

sebagaimana yang ditegaskan oleh ketenuan Pasal 3 Peraturan 

?emerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : 

Seti;:ip ornng yang mel;:ing~ungkan perkawinan memberitahukan 

kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan 
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3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 

berlaku bagi. tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan 

berbagai peraturan _\·ang bcrlaku, tatacara pencatatan 

perkaw·inan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 

sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. 

Dengan demikian setiap pelaksanaan perkawinan harus 

didaftarkan dc:i.n dicnt;:i_t8 k::i n KC'p::ida lf'mbaga yang tc lah ditcnt u ka n 

yaitu kepada Pegawain Pen catat Perkav.ri.nan yang Jal am hal 1 n i 

adalah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bagi orang-orang ! 'a ng 

beragama Islam yang akan melangsungkan perkawi.nan, sedangkan 

bagi orang-orang yang bukan beragama Islam yang akan 

melangsungkan perkawinan maka pendaftaran clan pencatatan 

perkawinan dilaksanakan pada Kantor Catatan Si.pi.I atau pada 

sekarang rm telah berubah namanya menjadi Kantor Dinas 

Kependudukan setempat. 

Pelaksanaan pendafat:ran dan pencat:atan perkawinan harus 

C::: ilaksanakan oleh orang-orang yang melangsungkan perkawinan, 

sebagaimana yang ditegaskan oleh ketenuan Pasal 3 Peraturan 

~:.;merintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : 

Setiap on:ing yang mel;mgsungkan perkawinan memberitahukan 

.' ehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan 
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itu akan dilangsungkan . 

2. Pemberitahuan tcrsebut dalam ayat (1) dilakukan 3ckurang-

kurangnya l 0 (sepuluh) hm-i kerja sebelum perkav.:inan 

dilangsungkan. 

3 . Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) 

disebabkan sesuatu alasan _vang penting diberikan oleh Camat 

ataus nama Bupati Kcpala Dacrah. 

Pernberitahuan pendaftaran dan pencatatan perkawinan dapat 

dilakukan baik secara lisan ataupun secara tertulis oleh calon 

mempelai ataupun oleh orang tua atau wakilnya, dan setelah adan) a 

pemberitahuan m1, maka kantor pencatat perkawinan akan 

melakukan pencatatan ctengan terlebih dahulu akan melakukan 

penelitian terhadap kelengkripRn 

perkawinan apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-

u ndangan yang berlaku. 

Dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerint:ah Nomor 9 

Tahun 1975 ditcgaskan : 

Pegawai Pencatat yang menenma pemberitahuan kehendak 

melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat 

perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 

perkawinan menurut Undang-undang. 
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2. Selain penelitian terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud clalam 

ayat ( l ), Pegawai Pcncatat j uga meneliti pula : 

a. Kut1pan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai . 

Dalam hal ticlak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, 

<lapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur 

dan asal usul dalon mempelai yang diberikan oleh Kepala 

Desa atau yang set.ingkat dengan itu. 

b. Keterangan mengenai, nama, agama/kepercayaan, pekerjaan 

dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. 

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang ini. apabila 

salah seorang calon mcmpclai aat.au keduan,·a belurn 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tB.hun. 

d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dengan Pasal -+ 

Undang-undang ini, dalam hal calon mempelai adalah seorang 

suami yang masih mempunyai isteri. 

e. Dispensasi pengadilan/pcjabat scbagai dimaksud Pasal 7 ayat. 

(2) Undang-undang ini. 

f. Surat kematian isteri atau suarm yang telah meninggal 

terlebih dahulu atau dalam hal perceraian, bagi perkawinan 

untuk kedua kalinya atau lebih. 
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g. lzin tertulis dari pejabat yangditunjuk oleh Menteri Hankam I 

Pangab, apabila salah seorang calon mempclai atau kcduanya 

anggota Angkatan Bersenjata . 

h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh 

pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau 

keduanya tidak dapat hadir sendiri dikarenakan sesuatu 

alasan yang penting sehingga mewakilkannya kepada orang 

lain. 

D. Lemb3ga Y3ng Berha k Memutuskan Perkawinan Dengan 

Perceraian 

Setiap tuntutan ataupun gugatan perceraian yang dimajukan 

oleh salah satu pihak tcrhadap pihak yang lainnya misalnya olch 

pihak terhadap isterinya atau sebaliknya oleh pihak isteri terharl::tp 

suaminya harus dimajukan dengan surat gugatan secara tertulis 

melalui lembaga Pengadilan Negeri . 

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 

secara tegas dinyatan, pcrcaraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang Pengadilan Negeri setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Ketentuan ini hanya berlaku bagi suami isteri yang tunduk kepada 

Undang-undang Nomor I Tahun 1974. 
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Lain halnya bagi suami isteri yang tunduk kepada Undang

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu suami 

isteri y;3ng beragama Islam, maka perceraian harus dilaksanakan 

melalui Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri ini. Ketentuan ini 

ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan Agama setclah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Proses pengajuan gugatan perceraian adalah diajukan oleh 

suami atau isteri ataupun bisa diajukan oleh kuasanya kepada 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pihak 

tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak dikctahui sccara 

jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap , ata u p un 

apabila pihak tergugat ternyata bertempat kediaman diluar negeri, 

maka surat gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman 

penggugat. 

Pada saat proses pcmcriksaan perkara perceraian didepan 

persidanganpengadilan, hakim tetap berusaha untuk rnendamaikan 

kedua belah pihak, dan upaya perdamaian ini tetap dapat 

dilaksanakan sepanjang proses persidangan dan selama perkara 

perceraiannya belum dipu tus oleh hakim. 

_______________ , __ ,,_,,_"'_"'"'"""""""""····-~ ............ .... .. 
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Dalam hal adanya perdamaian yang tetap diupayakan selama 

proses persidangan berlangsungjuga ditegaskan : 

Usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam 
pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian 
tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya 
dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang 
perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan 
kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada 
orang atau badan yang dianggap perlu. 14 

Apabila suatu perkara pcrccraian pada akhimya dikabulkan 

oleh hakim, maka dengan terjadin.va pemutusan perkawinan dengan 

perceraian melalui putusan Pengadilan, akan menimbulkan suatu 

akibat hukum baik terhadap status perkawinan sendiri maupun 

terhadap anak-anak yang mereka Jahirkan selama dalam perkawinan 

maupun terhadap harta bcrsama atau harta pencaharian bcrsama 

selama dalarn masa perkawinan. 

Akibat hukum yang pertama yang ditimbulkan dengan 

terjadinya perceraian adalah mengenai status dari perkawinan suarni 

isteri yang telah berlangsung sebelumnya dengan baik menjadi putus 

dan berakhir secara hukum, dimana si suami sudah tidak 

bertanggung jawab lagi terhadap bekas isterinya begitu JUga 

sebaliknya pihak isteri sudah tidak mempunyai suatu kewajiban 

14Djanius Djamin dan Syamsul Aritln, Bahan Dasar Hukum Perdata, Akadcmi Kcuangan 
~an Perbankan, Perbanas, Tvledan, l 991, h.61 . 
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apapun terhadap bekas suaminya. 

Akibat hukum yang lain dari terjadinya perceraian adalah 

terhadap anak-anak yang mereka lahirkan selama dalam masa 

perkawinan. Menuru t keten tu an Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 di.sebutkan, akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian ialah : 

a. Baik ibu atau bapak tctap bcrkcwajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak 

bilamana ada perselisihan rnengenai penguasaan anak -ana l-; 

pengadilan memberikan keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, 

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

terse but. 

c . Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan scsuatu kewajiban bagi 

bekas ister1. 

Masalah pemeliharaan anak-anak sebagai akibat putusnya 

perkawinan merupakan hal yang pokok yang harus diputuskan dan 

ditetapkan oleh Hakim dalam setiap perkara perceraian apal>ila 
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suam1 isteri yang bercerai itu mempunyai anak, hal ini bertujuan 

untuk menjamin agar anak-anak mereka tidak tcrlantar dan tctap 

dapat terjamin kehidupann.\'a meskipun kedua orang tua mereka 

telah bercerai. 

Ketentuan ini juga ditegaskan oleh Wiryono Prodjodikoro yaitu : 

Dalam putusan Hakim yang menentukan perceraian perkawinan 
harus sekali ditentukan siapa dari mereka bekas suami atau 
isteri itu diwajibkan mcmclihara anak-anaknya dan berapa 
jumlah uang yang pihak lain harus memberikan setiap bulan 
guna turut membiatai pemeliharaan anak-anak itu. Penetapan 
Hakim tentang ini dapat kemudian diubah atas perminLaan 
salah satu pihak dan setelah mendengar keterangan pihak lain 
dan sanak-sanak keluarga mcrcka.1 5 

Sebagai akibat yang lainnya yang ditimbulkan dengan 

terjadinya perceraian adalah terhadap harta kekayaan yang dipero\eh 

suami isteri yang telah bercerai selama dalam masa perkawinan 

mereka disebut sebagai harta bersama, baik harta benda yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun 

yang tidak berwuj ud 

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 disebutkan : 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. 

1\Viryono Prd1odikoro . Op.cit . h l4'i 
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'7 -'-

2. Harta benda dari masing-masing suami dan isteri dan harta 

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 

. . 
warisan, adalah dibawah penguasaan masmg-masmg scpan.1ang 

para pihak tidak menentukan lain. 

Selanjutnya pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini 

juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974, yaitu : 

1. Mengenai harta bersama suam1 atau isteri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak. 

2. Mengenai harta ba\vaan masing-masing, suam1 dan isteri 

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 

mengenai harta bendanya. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata .1uga a da Cia L -

secara tersendi1·i mengenai harta benda yang diperoleh suami isten 

selama dalam masa perkawinan mereka, yaitu dalam Pasal 119 KUH 

Perdata yang rnenyebutkan, "mulai saat perkawinan dilangsungkan, 

demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan 

Suami isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidal< 

d~adakan ketentuan lain". 16 

- ------ --- ~~ -
1i;R. Subckti dan R. "ljitrosuJhio, k:itab lindang-undang llulmm Pf'rd.11.IH, PT Pradt1)1t 

'· .i:~1 ita , Jakarta, l 986. h 46 
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Untuk selanjutn_va penulis akan membahas dan menguraikan 

pengertian dari harta bcrsama yang diperoleh suami isteri selama 

dalam masa perkawinan mereka sebelum diputuskan dengan 

perceraian oleh Pengadilan Negeri. 

Pengertian dari harta bersama yang diperoleh pasangan suami 

isteri dalam suatu perkawinan adalah, "harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Harta 

bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau wansan adalah 

dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan Jain".1 7 

Selain itu har--ta bcrsarna ini sebagai harta pencaharian 

bersama dari sepasang suam1 isteri selama berlangsungnya 

perkawinan diantara mereka. Pendapat tersebut mengemukakan 

yang dimaksurl dengan harta bersama yang diperoleh pasangan 

suami isteri selama dalam masa perkawinan meraka adalah, "harta 

yang diperoleh scsudah mcrcka berada dalam hubungan perkawinan 

berlangsung, atas usaha berdua atau usaha salah seorang mereka 

disebut harta pencaharian bersama". 1t1 

17Mohammad Idris Ramulyo. U!!~J!. h. 188 

is Sayuti Thalib, lj_11_k__t11J1_ f{r;_~d.!J_wga~11LfL'<lo_11_e,.,w. UJ Pers . Jakarta. 1974. h 90 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nu'man Husin- Pemutusan Perkawinan dengan Perceraian dalam Suatu Perkawinan...



Bilamana suatu hubungan perkawinan telah diputuskan oleh 

Pengadilan Negeti dengan pcrccraian dan putusan tcrsebut telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka secara hukum 

keseluruhan harta benda sebagai harta bersama yang diperoleh 

suami isteri selama dalam masa perkawinan mereka harus dibagi 

sesuai dengan tata cara dan pembagian harta bersama yang 

ditentukan olel1 Undang-undang. 

Segala harta bersama yang berupa harta-harta kekayaan baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh suam1 

isteri selama dalam masa perkawinan mereka harus dibagi sesua1 

dengan ketentuan hukum apabila perkawinan diantara mereka telah 

dinyatakan putus sccara hukum karena perceraian. Yang menjadi 

permasalahan adalah kapankah tuntutan pembagian harta bersama 

dapat dimajukan oleh salah pihak atau oleh kedua belah pihak 

secara bersama-sama. 

Secara hukum tuntutan pembagian harta bersarna harus 

dimajukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya, 

misalnya dimajukan oleh pihak isteri terhadap pihak suaminya atau 

bekas suaminya, dengan syarat perkara perceraian diantara mereka 

telah diputuskan olt~h Pengadilan Negeri dan telah mempunyai 

~ekuatan hukum yang tetap . 
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Pelaksanaan pembagian harta bersama pertama-tama sedapat 

mungkin harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan 

diantara suam1 isteri yang telah bercerai dan cara penyelesaian 

seperti im merupakan penyelesaian yang terbaik dan saling 

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak suam1 isteri yang 

telah bercerai terse but . 
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BAB III 

KEBERADAAN AKTE PERKAWINAN DAN AKTE 

PERCERAIAN 

A. ~Jngsi Akte Perkawinan 

Setiap perkav::i.na..'1 yang tehih dilangsungkan sesu::ii rlP.ngan 

syarat-syarat yang telah ditcntukan oleh Undang-undang, maka 

perkawinan itu selanjutnya harus didaftarkan dan dicatatkan pada 

Kantor Catatan Sipi1 atau yang sekarang ini dikenal dengan Kantor 

Dinas Kepcndudukan . 

Hal ini ditegn.slmn dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang

undang Nomor 1 Tahu n 197 4 ten tang Perkawi.nan diseh urka n . 

pencatatan perkawinan dari mereka yang me]angsungkan 

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu sclain 

agama Islam , dllakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada 

kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 

perundang-undangan mengcnai pcncatatan perkawinan. 

Tujuan diadakannya pencatatan perkawinan adalah unluk 

mempcrolch aktc perkawinan. Pclaksanaan pcncatatan pcrkawinan 

pada Kantor Catatan Sipil ini bukanlah merupnk:m ~rnM11 kPw~jih:ln 
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atau sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan melain hanyalah 

merupakan syarat adminstratif saja tentang suatu peristiwa 

terjadinya perkawinan memang benar adanya, sebab syarat utama 

untuk sahnya perkawinan adalah perkawinan itu harus 

dil~ks;:inak;:in menurut hukum agama dan kepercayaannya masing

masing (Pasal 2 Undang-undang Nomor l Tahun 1974 t.entang 

Perkawinan) . 

Hal ini JUga diteea~kan ol<>h njoko Prako~n rl;:i.n I KNu t 

Murtika rl;:il::im huk11nya Azas-87.a~ Hukum Perkawin;:i.n di Indonesia 

yang menyatakan, "pelaksanaan pencatatan itu tidaklah ml'njacti 

~rnatu kPtPntu;rn ~ahn'.'n !-rn;itu pPrk~nvinHn, h;:inyB mPnyatakRn 

bahwa peristiwa pf>'r·kawinan itu rnemang ada dan le1jadi, hal ini 

hBnya sPm::it::i-mata hPrsifRt ::i.dminstratif'.19 

Tujuan pencatatan perka\vinan ini pada Kantor Catatan Sipil 

adalah agar pcnstiwa p<?rkaiwnan itu dapat menjfl.di jelas baik hagi 

suami isteri yang bersangkutnn m~rnp1m hagi ornng atau ma~yarnl<;:it 

yang lainnya, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat 

resmi dan tcrmuat puln dalam suatu daftar yang khusus yang 

disediakan untuk itu yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan 

terutama scbagai suatu alat bukti tertulis yang autentik. 

19Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op.cit, h . .21 . 
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Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan maka 

selanjutnya Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan suatu akte 

perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan, akte perkawinan 

memuat: 

a. Nama tanggal da.n tempat tinggal, agama.kepercayaan, 

pekerjaan dan tempat kediaman suam1 isteri. Apabila salah 

seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri 

atau suami terdahulu. 

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal 

kediaman orang tua mereka. 

c. Izjn sebagai dimaksucl dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) 

Undang-undang. 

d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

Undang-undang. 

e. Izin pengadilan sebagai dimaksurl dalam Pasal 4 Unrfang-1mchmg 

f. Persetuj1.rnn seh::ig;::i_i dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) Undang

undang. 

g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi 

anggota Angkatan Bersenjata. 

h. Perjanjian perkawinan apabila ada. 
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i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal 

para saksi dan \vali nikah bagi yang bergama Islam. 

J . Nama, umur. agama/kepercayaan dan tempat kediaman kuasa 

apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 

Sctelah kcscmua hal-hal tcrscbut telah terpenuhi maka 

selanjutnya Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan akte perkawinan 

sebanyak 2 hclai yang pertama diberikan kepada suami isteri dan 

satu lagi disimpan oleh pegawai pencatat pada Penitera Pengadilan 

Negeri di kantor Catatan Sipil setempat . 

Ketentuan m1 ditegaskan dalam Pasal 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : 

13 Peratu ran 

1. Akte perkawinan clibuat dalam rangkap 2 (dua) helai. pertama 

disimpan oleh pega\\'ai pencatat, helai kedua disimpan pada 

PP-nitf'rn Pf'ngRdilri n dri l;;i m \\'ilaya h Ka_ntor Pen('citritfl n rwrkawinri n 

berada. 

2. Kepada suam1 isteri masing-masing diherikan kutipan aklt~ 

perkawinan. 

Akte perkawinan merupakan syarat administrartif yang harus 

dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, sebab tanpa adanya akte 

perkawinan ini maka suatu perkawinan tidak akan mempunyai 

suatu tanda hqkti yang sah terjadinya suatu perkawinan. 
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B. Keberadaan Akte Perceraian 

Suatu perkawinan yang sebelumnya berlangsung dcngan 

rukun d.Em bahagia ditengah jalan justru menjadi hancur dan 

berantakan ataupun berakhir demi hukum. Putusnya suatu 

perkawinan menurut !Jnctang-undang Nomor l Tahun 1974 Pasal 38 

dapat terjadi karena tiga hal yait:u : 

1. Kernatian . 

2. Perceraian. 

3. Atas keputusan pengadilan. 

Perceraian mcrupakan salah satu pcnycbab putusanya 

perkawinan yang tidak pemah diharapkan oleh suarni isteri yang 

melangsungkan suatu pcrkawinan dan rnalahan salah satu 

penyebab putusnya pcrkm,·inan yang paling sering terjadi ditengah

tengah masyarakat. 

Perceraian merupakan salah satu bentuk pcmutusan 

hubungan perkawinan yang disebabkan oleh suatu atau beberapa 

alasan atau beberapa ke;;:irl.rrnn yR.ng t~rt:Pntu yang mP.nyP.hahkan 

hubungan perkawinan sepasang suami isteri sudah tidak bisa 

disatukan dan dipertahankan lagi keutuhannya, dan suatu 

perkawinan yang telah diputuskan hakim dengan pcrccraian a·kan 

memilik akte perceraian sebagai bukti terjadinya perceraian. 
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Perceraia.n sebagai salah satu cara pemutusan hubungan 

perkawinan da ri sepasang suam1 istcri yang sah dan diakui olch 

Undang-undang. dengan svarat pelaksanaan perceraian harus 

dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri at.as adanya gugatan ::itau 

tuntutan yang dimaju kan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang 

lainnya, dan juga harus merncnu hi alasan-alasan percr.rnian yan g 

tclah ditcntuka n. 

Ketentuan -ketentuan hukum yang menyatakan perceraian 

sebagai salah satu cata pemutusan perkawinan adalah sebagaimana 

yang ditegaskan oleh pasal 38 Undang-Undang Nomor I tahun 1974. 

dan harus dil;i ks~nakan melalui Pengadilan Negeri adalah pasal 39 

ayat (1) Und ang-Undang Nomor 1 tahun 1974, scrta harus 

memenuhi alasan-alasan perceraian adalah pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Set.iap pelaksanaan hubungan perkawinan apabila 

dilaksanakan di luar dari ketentuan-ketentuan hukum seperti yang 

disebutkan di atas yaitu tanpa adanya surat gugatan atau tuntutan 

dari salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tanpa dilakukan 

melalui pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Negeri serta 

tanpa memenuhi alasan-alasan perceraian yang telah ditctapkan 

oleh Undang- Undang, bisa berakibat hukum pelaksanaan 
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pemut11s.::in pf'rk<rn-iirnn rlf'ng;=m pf'rcP.rn1F1n itu tid<ik sF1h chm hAt.Al 

demi hukum. 

Dalam praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia sehari-harin\'a. pelaksanaan pemutusan hubungan 

perkawinan dengan percerai:in mPlalui lemh::ie;a yang sah dan resmi 

yaitu Pengadilan Nege:ri masih banyak dipatuhi dan dilaksanakan 

oleh masyarakat dcngan baik yang dimulai da:ri proses pcngaJuan 

surat gugatrin , pemPriks;::i;:m olrh Hrikim hinggR pada akhimy;i 

diputuskan oleh Hakim dan diterbitkan akte percera1aannya oleh 

Kantor C<t.tatan Sipil 

Untuk membuktikan telah terjadiny8 suat_u per~ernian yang 

sah dan resm1, maka perceraian itu harus didaftarkan dan 

dicatatkan pada Kantor Catntrln Sipil ditPmp::it ciicritntkrinn \i ri 

perkawinan itu sebelumnya, dan selanjutnya dibuktikan dengan 

adanya akte perceraian yang dikeluark;:rn oleh lemhaga yang 

berwenang yang dalarn hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, 

sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 35 ayat ( 1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1 <)75. 

Ketentuan hukum yang rnengatur dan mewajibkan bahwa 

.setiap perceraian harus didaftarkRn dan dicatatkan pada Kantor 

CRtRt::m Sipil untuk sPlanj11tnya rlitPrhitkan akte perceraiannya juga 
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ditegaskan oleh ketcntuan Pasal 221 ayat (1) dan (2) KUH Pcrdata 

yang mcnycbu tkan : 

1. Perkawinan huhat kan~na kep11t11san percP-rni;.m d;rn pt'rnh11k11a n 

perceraian itu clalam register catatan sipil. 

2. Pembukuan perceraian itu harus dilakukan di tcmpHt rlim::ina 

perkawinan tadi telah dibubukan, dan atas permintann kl"dua 

belah pihak atau salah scorang mcreka. 

Pad::i rl;:i~;:irnyr1 mAs\·rirnk;H mengetahui bah\\'Cl setia p 

pelaksanaan pemutusan hubungan perka\\·inan han.:s mela iu : 

prosedur persirlangan di pengMiilan . Akan tetapi ctikarenakan t ida 1' 

memiliki sy;:nM-syr1rat untuk melakukan perceramn melnlui 

persidangan pcngadilan vaitu aktc perkawinan maka pclaksanaan 

perceratan melalui pernirl~rngan pHrla akhimya. rlilrikukrrn tanpa 

adanya akte perkav.·inan sebagai tanda bukti terjadinya suatu 

perkawinan. 

Dengan terjadinya perceraian tanpa adanya a.kte pcrkawinan 

maka secara nyata perceraiannya nantinya juga ada1ah tanpa 

adanya akte perceraian yang dikPlw:irkan oleh k;}ntnr catRt<in sipil 

sebagai satu-satunya alat bukti yang sah dan autentik yang 

membuktikan bahwa suatu pcrkawinan benar-benar tclah 

diputuskan oleh Hakim dengan perceraian. 
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-t·I 

C. Akibat Hukum Perceraian Berdaaarkan Surat Hatorancan Hot 

Ripe 

Bilarnana suatu perkawinan telah dinyatakan putus oleh 

hakim, maka selanjutnya putusan perceraian tersebut akan 

dikirimkan ke kantor catatan sipil setempat u n t11 k Sf'l<lnjutny ri 

diterhit.kan Bkte perceraian , dan akte percerai<rn inilah yang 

merupakan tanda bukti yang tclah terjadinya pcmutusan suatu 

perka\vinan dengan perceraian. 

Bagaimanakah jika suatu perkawinan yang dimajukan 

tuntutan atau gugatanperceraiannya melalui pengadilan adalah 

dimajuk:;m t;:mpa affanya akte r~rkawinan, apakah pemutus;:rn 

hubungan pe rkawinan tcrscbut JUga akan memperolch akte 

perceratan yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh kantor catatan 

sipil. 

Dalarn ha! suatu pcmutusan perkawinan dengan pcrceraian 

yang dilaksankaan tn_npa adanya akte perkawinan <iclH la h ci11 IRm 

putusannya h:::ikim tirlflk ;::irl;::i mt>mPrintahkan untuk menerhitk;:rn 

akte perceraian kepada kantor catatan sipil setempat, hAI ini 

disebabkan dahulunya perkawinan tersebut tidak pernah 

didaftarkan dan dicatatkan pada kantor catat8n sipil $ehinep;A 
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perkawinan it u sendiri pada akhimya tidak mempunya1 aktc 

perkawinan . 

Sebagai tanda bu kti yang saha telah terjadinya pemu tu san 

perkawinan dengan perceraian yang dilakukan oleh hakim hanyalah 

putusan pengadilan itu sendiri bukan akte pereraian yt=tnp, 

dikeluarkan oleh kantor catatan sipil sebagaimana yang ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Meskipun pemutusan hubungan perkawinan yang telah 

diputuskan oleh hakim adalah tanpa akte perkawinan sehingga 

pemutusan pPrkmvinRn itu ~enrliripun tanpa dibarengi oleh adanya 

akte perceraian , akan tetapi putusan perceraian tersebut adalah 

tetap sah dan berkckuatan hukum serta akan mcnimulkan suatu 

akibat hukum yang sama dengan akibat hukum yang ditimbulkan 

dengan suatu perceraian yang mempunyai akte perceraian. 

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pcmutusan 

perkawinan dengan perceraian meskipun tanpa akte perkawinan dan 

jga tanpa akte percera1an adalah terhadap anak-anak yang 

clilahirkan <i:1n hart::\ hf'rs::ima y~rng <iiperoleh selama dalam masa 

perkawinan. 

Secara hukum tuntutan ataupun gugatan pemuagian harta 

bersama harus dimajukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang 
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lainnya, misalnya dimnJukan oleh pihak isteri terhadap pihak 

suaminya atau bckas suaminya ataupun olch pihak suami tcrhaclap 

isterinya atau bekas isterinya, dengan syarat perkara percerarn n 

diantara mereka telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan telah 

mempunyA.i kP.kw:itan hukum yang tetap. 

Pelaksanaan pembagian harta bersama pertama-tama sedapat 

mungkin haru s clisclcsaikan secara musyawarah dan kckeluargaan 

diantara suami isteri yang telah bercerai dan cara penyelesaian 

seperti m1 merupakan penyelesaian yang terbaik dan saLr: g 

memberikan kcuntungan bagi kcdua belah pihak suam1 isteri yang 

telah bercerai tersebut. 

Jika pcnye lcsaian sccara musyawarah dan kekeluargaan ini 

tidak tercapai , maka pelaksanaan pembagian harta bersama harus 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu · 

sesu.ai dengan yang telah dit.entukan dalam Pasal 37 Unda.~g

undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, hilH perkawirn=rn 

putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing. 

Bilarnana perkawinan putus karena kematian, secara hukum 

juga akan menimhulkan suatu akihat hukum khususnya terhadap 

anak-anak yang ditinggHlkan juga terhadap hHrta pencahariHn 
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bersama sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam mas~ 

perka'A1nan. 

Terhadap anak-anak yang dilahirkan sepenuhnya adalah 

menjadi tanggung jawab pihak isteri atau suami yang ditinggalkan 

untuk mengurus , memelihara serta memhesarkan mereka hinggR 

mereka dew::is3., sed::ingkan mengern~i harta penc;:iharian hersama 

yang diperoleh sclarna dalam masa perkawinan scbagai harta 

bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan akan tetap 

menjadi harta warisan yang di\\'ariskan kepada istri atau suami dan 

anak-anak yang ditinggalkannya. 

Dalam hal ini segala harta pencaharian yang diperoleh selama 

dalam masa perkawinan scbagai harta adalah scperdua atau 

setengahny a menjadi hak dan bagian pihak isteri atau suami yang 

ditinggalkannya , sedangkan sebahagian lagi menjadi harta warisan 

yang harus dibagi-bagikan kcpada para ahli warisnya, termasuk juga 

suami atau isteri yang ditinggalkan sebagai ahli waris beserta 

dengan anak-anaknya . 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada ura1an bab yang ternkhir dan sekaligus sebagai bab 

penutup dari penulisan dan pemhnhRsRn skripsi ini yang herjud11l, 

"Pemutusan Perka\vinan Dengan Perceraian Dalam Suatu 

Perka\vinan Tanpa Akte Kawin Melalui Pengaclilan Negeri MPclan", 

penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari hasil 

pembahasan pen ulis dalam penelitian skripsi ini serta sekaligus juga 

memberi.kan heberapa saran-saran yang dianggap penting seperti 

yang diuraikan dibav,'ah ini. 

A. Kesim pulan 

Sebagai kesimpulan dalam penulisan dan pembahasan skripsi 

ini adalah : 

1. Pemutusan rerkawinan dengan perceraian yang berdasarkan atas 

surat hatoranga.n hot ripe melalui pengadilan negeri yang telah 

dinyatakan putus oleh hakim adalah sah dan berkekuatan hukum 

serta mengikR.t pihak suami isteri yang bercerai tersebut, sehingga 
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2 . Pen u !'. s j Lga. m en_':a rankan agar UU No. I Tahun 1974 disesuaikan 

dan diberikan penyuluhan kepada masyarakat tcntang bagaimana 

tata cara perkawinan dan perceraian, sehingga tidak ada Dualisme 

Hukum dalam Undang-Undang Perkav.rinan No.1 Tahun 1974 . 

... 
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